BAB 111
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh,
penulis menyimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK)
telah memenuhi kinerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, LPSK telah berupaya
maksimal untuk mendukung segala kebutuhan korban dan memberikan fasilitas
khususnya dalam proses perhitungan nilai kewajaran untuk restitusi bagi anak

korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran yakni
pemerintah diharapkan dapat melakukan perubahan atau perbaikan pada
Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan kembali sanksi
yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Sanksi
yang dimaksud dapat disetarakan dengan Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual yang didalamnya memuat ancaman sita aset dan pidana

tambahan.
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